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KINERJA PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT
APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
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FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The purpose of this study is to determine the performance of the Management of the rise
of the Regional Civil State Apparatus and to know what are the obstacles in the Management of
Raises of Apparatus of Civil State of Riau Province Region at the Regional Personnel Board of Riau
Province. The formulation of the problem in this research is how the Performance Management
Performance Promotion of Civil State Apparatus of Riau Province At Riau Province Personnel Board.
The type of descriptive qualitative research with the number of research informants amounted to 12
people. The result of the research shows that the performance of Civil State Apparatus Management
Upgrading of Riau Province At Riau Province Personnel Board has been through the guidance of the
implementation of position analysis in accordance with Government Regulation No. 12 of 2002 on the
promotion. In addition, in the implementation so far has been running as expected all parties it is
marked from the employees have been able to run the vision and mission of the organization well, the
establishment of two-way communication between fellow employees, employees can work flexibly
and there is a positive competition between employees to be the best employees so that the emergence
of employee motivation to perform the best performance, especially in managing the promotion of
civil servants Riau Province. As for that become obstacles in the Management of Increase of the
Official of Civil State Apparatus of Riau Province At Riau Province Personnel Board consists of 3
namely employee placement, personnel administration and criminal case problem.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur
Sipil Negara Daerah dan mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Kenaikan
Pangkat Aparatur Sipil Negara Daerah Provinsi Riau Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimana Kinerja Pengelolaan Kenaikan Pangkat
Aparatur Sipil Negara Daerah Provinsi Riau pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Jenis
penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah informan penelitian berjumlah 12 orang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kinerja Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Daerah Provinsi
Riau Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telah melalui pedoman pelaksanaan analisis
jabatan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat.
Selain itu dalam pelaksanaannya sejauh ini sudah berjalan sesuai harapan semua pihak hal ini ditandai
dari para pegawai telah dapat menjalankan visi dan misi organisasi dengan baik, terjalinnya komunikasi
dua arah antar sesama pegawai, pegawai dapat bekerja dengan fleksibel dan adanya kompetisi yang
positif antar pegawai untuk menjadi pegawai terbaik sehingga munculnya motivasi pegawai untuk
menampilkan kinerja terbaik terutama dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau. Adapun yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Kenaikan Pangkat
Aparatur Sipil Negara Daerah Provinsi Riau Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau terdiri dari
penempatan pegawai, administrasi kepegawaian dan masalah kasus pidana.

Kata Kunci: administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat, motivasi pegawai

PENDAHULUAN
Terdapat beberapa hal di dalam manajemen

kepegawaian yang digunakan sebagai pemicu
semangat kerja pegawai yang akan menghasilkan
kinerja yang baik salah satunya dengan memberi
pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang me-
nunjukkan tingkatan seorang Aparatur Sipil
Negara berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai
dasar penggajian. Kenaikan pangkat di dalam
kepegawaian digunakan sebagai salah satu usaha
pemerintah untuk dapat memicu peningkatan

prestasi kerja para Aparatur Sipil Negara yang
pada akhirnya akan menghasilkan kinerja pe-
gawai yang baik pula. Dengan adanya kenaikan
pangkat, maka diharapkan para pegawai ter-
sebut akan berlomba-lomba untuk melaksana-
kan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dan
menghasilkan hasil kerja yang baik pula.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002 tentang Kenaikan Pangkat disebutkan
bahwa pangkat bagi pegawai negeri merupakan
kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang
pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan
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kepegawaian dan digunakan sebagai dasar
penggajian. Disamping itu, ada pula kenaikan
pangkat yang dalam hal ini merupakan penghar-
gaan yang diberikan atas pengabdian pegawai
negeri sipil yang bersangkutan terhadap negara.
Pada dasarnya kenaikan pangkat yang objektif
berkaitan erat dengan pendidikan atau latihan.
Disamping itu, promosi atau kenaikan pangkat
berhubungan pula dengan penghasilan. Promosi
atau kenaikan pangkat adalah sesuatu yang pada
umumnya diidam-idamkan oleh masing-masing
pegawai, sebab dengan demikian ia memiliki
hak-hak dan kekuasaan yang lebih besar dari
sebelumnya, dan berarti menaikkan penghasilan-
nya.

Kenaikan pangkat merupakan penghar-
gaan kepada Aparatur Sipil Negara yang tekun,
penuh pengabdian melaksanakan tugas yang
dibebankan kepadanya dan mengabdi dengan
tekun di dalam melaksanakan tugas sehari-hari,
maka sudah sepantasnya diberikan kenaikan
pangkat kepadanya. Dalam kepegawaian di-
kenal ada beberapa macam kenaikan pangkat.
Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan
berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler
dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kedua sis-
tem kenaikan pangkat tersebut diberikan sebagai
motivator bagi para Aparatur Sipil Negara untuk
lebih meningkatkan kinerja mereka dalam me-
laksanakan segala macam tugas yang dibeban-
kan kepada mereka.

Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan
sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat
harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat
kepada orangnya. Susunan Pangkat dan Golo-
ngan  Ruang Aparatur Sipil Negara Susunan pa-
ngkat serta golongan ruang Aparatur Sipil Negara
sebagai berikut : Aparatur Sipil Negara (ASN)
dulu dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
memiliki golongan dan pangkat masing-masing
yang secara berkala dan berjenjang akan meni-
ngkat setiap 4 (empat) tahun sekali. Khusus bagi
pegawai fungsional seperti guru, dokter, dokter
gigi, apoteker, dan lain sebagainya yang golo-
ngannya dapat naik setiap 2 (dua) tahun sekali.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pro-
vinsi Riau merupakan bagian integral institusi
birokrasi pelayanan publik. Tentunya tidak luput

dari tuntutan untuk berkiprah melakukan tugas-
nya salah satunya dalam hal pengelolaan kepa-
ngkatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelak-
sanaan tugas BKD Provinsi Riau mutlak mem-
butuhkan sumber daya manusia unggul di bidang
kompetensi. Keunggulan yang diindikasikan
dengan menunjukkan kinerja yang baik, penge-
tahuan yang memadai, keterampilan serta peri-
laku yang bisa diteladani dari setiap aparatur
yang dimilikinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka
BKD Provinsi Riau mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
provinsi. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh
BKD Provinsi Riau untuk melaksanakan prog-
ram strategis tersebut diantaranya dengan ke-
giatan pengelolaan kenaikan pangkat pegawai.
Pengelolaan kenaikan pangkat pegawai merupa-
kan bagian dari pekerjaan sektor publik menuntut
pegawai untuk memiliki kinerja yang baik.
Tuntutan ini memerlukan usaha yang sungguh-
sungguh untuk terwujudnya kinerja birokrasi
pemerintah saat ini ditenggarai masih belum
menunjukkan kinerja yang tinggi. Hal ini ditandai
salah satunya masih rendahnya kualitas pelayanan
yang diberikan birokrat kepada masyarakat dan
ini pula yang sering dituding sebagai salah satu
penyebab faktor terpuruknya Negara ini (LAN,
2004).

Terkait kurang lemahnya pengelolaan ke-
naikan pangkat yang dilaksanakan oleh BKD
Provinsi Riau dapat diketahui melalui data pe-
ngurusan pangkat pegawai dari berbagai intansi
di Provinsi Riau Tahun 2014-2015. Berdasarkan
laporan pengurusan kepangkatan Aparatur Sipil
Negara Daerah Provinsi Riau Pada Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2015-
2016. Pada tahun 2015 kelengkapan berkas
pengurusan kepangkatan yang lengkap seba-
nyak 197 orang dan tidak lengkap sebanyak 5
orang, diantara pengurusan yang lengkap hanya
150 orang yang sesuai dengan syarat-syarat
sedangkan sebanyak 52 orang yang tidak sesuai,
sehingga kenaikan pangkat mereka ditunda
karena ada beberapa persyaratan yang tidak
sesuai. Begitu juga pada tahun 2016 keleng-
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kapan berkas pengurusan kepangkatan yang
lengkap sebanyak 203 orang dan tidak lengkap
sebanyak 8 orang, diantara pengurusan yang
lengkap hanya 155 orang yang sesuai dengan
syarat-syarat sedangkan sebanyak 56 orang
yang tidak sesuai, sehingga kenaikan pangkat
mereka ditunda karena ada beberapa persya-
ratan yang tidak sesuai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menge-
tahui Kinerja Pengelolaan Kenaikan Pangkat
Aparatur Sipil Negara Daerah dan mengetahui
apa saja yang menjadi penghambat dalam Pe-
ngelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Ne-
gara Daerah Provinsi Riau pada Badan Kepe-
gawaian Daerah Provinsi Riau.

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi
penelitian. Pendekatan ini diarahkan pada latar
dan individu secara utuh. Penelitian ini dilakukan
di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Riau. Jenis penelitian deskriptif kualitatif
dengan jumlah informan penelitian berjumlah 12
orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat saat ini sedang menghadapi

perubahan dari era modern menuju informasi
sehingga mempengaruhi orientasi dan nilai hidup
di segala bidang; ekonomi, sosial, ilmu penge-
tahuan dan teknologi. Fenomena yang demikian
tentunya mempunyai pengaruh terhadap tatanan
dan nilai kehidupan individu maupun organisasi,
dituntut selalu dapat beradaptasi dan berkem-
bang sesuai dengan tantangan yang dihadapi salah
satunya adalah pertimbangan efektivitas dalam
mencapai tujuan seperti halnya dengan Aparatur
Sipil Negara (ASN). Kedudukan Aparatur Sipil
Negara sebagai unsur aparatur negara, abdi ne-
gara dan abdi masyarakat terikat oleh peraturan
hukum dan perundang-undangan serta ketentuan
lainnya, mengenai norma dan etika yang disebut
dengan Kode Etik Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara (ASN) senantiasa
menarik untuk diteliti dari mulai permasalahan
pelayanan yang dilakukannya, kompetensi yang
seharusnya melekat pada pekerjaannya, masalah

perilaku, masalah kesejahteraan yang menyangkut
faktor gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) sampai kepada masalah keorga-
nisasian Aparatur Sipil Negara (ASN). Efekti-
vitas organisasi mempunyai peranan yang cukup
penting sebagai penunjang dalam merealisasikan
beberapa tujuan yang telah ditetapkan. (Enzioni,
2005:78)  Penjelasan beberapa tokoh di atas
agar mudah dipahami tentu ada beberapa kriteria
yang dimiliki suatu organsasi. Kriteria yang dapat
dipakai untuk memahami keefektifan organisasi
yaitu melayani pelanggan mendapatkan keuntu-
ngan, mampu bersaing, dan luasnya pangsa pasar
(Robbins, 2006).

Dalam rangka mempertahankan dan
mengembangkan usaha, organisasi atau instansi
sering mengalami kendala yang meliputi peru-
bahan informasi, teknologi, dan adanya kebutu-
han sumber daya manusia berkompeten serta
persaingan yang semakin ketat. Hal ini membuat
organisasi atau instansi harus bertindak antisipatif
salah satunya dengan cara beradaptasi terhadap
perubahan-perubahan tersebut dan melakukan
efisiensi serta efektivitas operasional kerja
sehingga hasil kerja dapat sesuai dengan tujuan
yang ditetapkan.

Menurut Popovich dalam LAN (2004)
disebutkan bahwa untuk mengetahui sebuah
organisasi yang berbasis kinerja/berkinerja tinggi
dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:
1. Mempunyai visi dan misi yang jelas;
2. Menetapkan hasil yang akan dicapai dan

berfokus pada pencapaian;
3. Terjalinya komunikasi yang baik antar pe-

gawai;
4. Fleksibel dalam bekerja;
5. Mampu memberdayakan pegawai;
6. Selalu berkompetisi meningkatkan kinerja.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh
BKD Provinsi Riau untuk melaksanakan prog-
ram strategis tersebut diantaranya dengan ke-
giatan pengelolaan kenaikan pangkat pegawai.
Pengelolaan kenaikan pangkat pegawai merupa-
kan sebagai bagian dari pekerjaan sektor publik
menuntut pegawai untuk memiliki kinerja yang
baik. Tuntutan ini memerlukan usaha yang sungguh-
sungguh untuk terwujudnya kinerja birokrasi
pemerintah.

Kinerja Pengelolaan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara di Daerah (Husnadi)
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Kenaikan pangkat merupakan penghargaan
kepada Aparatur Sipil Negara yang tekun, penuh
pengabdian melaksanakan tugas yang dibeban-
kan kepadanya dan mengabdi dengan tekun di
dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka
sudah sepantasnya diberikan kenaikan pangkat
kepadanya. Dalam kepegawaian dikenal ada
beberapa macam kenaikan pangkat. Pemberian
kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan
sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem
kenaikan pangkat pilihan. Kedua sistem kenaikan
pangkat tersebut diberikan sebagai motivator
bagi para Aparatur Sipil Negara untuk lebih
meningkatkan kinerja mereka dalam melak-
sanakan segala macam tugas yang dibebankan
kepada mereka.

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat pegawai
negeri sipil juga menyebutkan bahwa pegawai
negeri sipil yang berpangkat rendah tidak mem-
bawahi pegawai negeri sipil yang berpangkat
lebih tinggi, kecuali membawahi pegawai negeri
sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
Perpindahan ke instansi lain mungkin dapat
menyelesaikan masalah yang ada namun dalam
keadaan yang seperti ini belum tentu para pe-
gawai tersebut mau dipindahkan dengan alasan-
nya masing-masing. Mungkin masalah tempat
instansi baru yang jaraknya cukup jauh. Belum
lagi jika pegawai tersebut dipindahkan, maka dia
harus diadaptasi lagi dari awal di lingkungan
kerjanya yang baru padahal dia sudah merasa
sangat nyaman bekerja di instansinya yang lama
dan masih ada alasan-alasan lainnya lagi.

1. Mempunyai visi dan misi yang jelas
Berdasarkan hasil wawancara dan data

yang didapat dilapangan maka dapat ditarik
kesimpulan terkait pemahaman pegawai dalam
memahami visi dan misi organisasi dalam rangka
memberikan pelayanan pengelolaan kenaikan
pangkat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)
dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau diketahui
selama ini para pegawai sudah sangat memahami
visi dan misi organisasi tersebut, hal ini dapat dilihat
dari pimpinan dan staf sangat mengerti,
memahami, mengembangkan serta memfasilitasi
pencapaian visi dan misi BKD Provinsi Riau salah
satunya dalam hal pengelolaan kenaikan pangkat.

2.Menetapkan hasil yang akan dicapai dan
berfokus pada pencapaian.

Berdasarkan hasil wawancara dan data
yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat
ditarik kesimpulan terkait mengenai pentingnya
menetapkan hasil yang akan dicapai dan ber-
fokus pada pencapaian bahwa selama ini penca-
paian terhadap target dalam pengelolan kenaikan
pangkat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau belumlah maksimal hal ini ditandai dengan
tidak dapat tercapainya target pengelolan
kenaikan pangkat setiap tahunnya. Hal ini sangat
dipengaruhi oleh masih banyak ditemui pegawai
yang tidak tertib terhadap administrasi kepega-
waiannya sehingga pada saat akan naik pangkat
mereka merasa kesulitan sendiri untuk memenuhi
persyaratan yang telah diatur oleh BKD Provinsi
Riau bersama BKN.

3.Terjalinya komunikasi yang baik antar
pegawai

Berdasarkan hasil wawancara dan obser-
vasi dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan
terkait terjalinya komunikasi yang baik antar
pegawai BKD Provinsi Riau dalam menjalankan
tugasnya melakukan pengelolaan kenaikan pa-
ngkat pegawai dilingkungan Pemerintah Provisi
Riau sejauh ini telah terjalin dengan baik. Komu-
nikasi yang terbangun baik itu secara vertikal
maupun secara horizontal sudah tertata dan ter-
gambarkan dalam bentuk alur komunikasi kerja
yang menjadi panduan setiap pegawai dalam
bekerja.

4. Fleksibel dalam bekerja
Berdasarkan hasil wawancara dan obser-

vasi dilapangan maka dapat ditarik kesimpulan
terkait dengan fleksibelnya pegawai dalam be-
kerja apa pekerjan pegawai akan lebih cepat
diselesaikan sesuai dengan standar yang telah
ditentukan. Sejauh ini pegawai yang bekerja
melakukan pengelolaan kenaikan pagkat di
BKD Provinsi Riau sudah bekerja sefleksibel
mungkin, hal ini dapat dilihat dari kecepatan
mereka mengerjakan berkas kenaikan pangkat
pegawai walaupun mereka sedang mengerjakan
pekerjaan lain yang diberikan oleh pimpinan dan
mereka mampu menjalankan tugas dari pimpinan
dengan sebaik-baiknya.
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5.Selalu berkompetisi meningkatkan kinerja
Berdasarkan hasil wawancara penulis

dengan informan dan hasil observasi dilapangan
maka dapat ditarik kesimpulan terkait mengenai
adanya kompetisi antar pegawai maka secara
langsung akan meningkatkan kinerja pegawai
dalam bekerja dalam hal ini yang berlaku di BKD
Provinsi Riau sejauh ini sudah terlaksana dengan
baik dan mampu meningkatkan kinerja pegawai
dan organisasi. Dalam hal pengelolan kenaikan
pangkat pegawai, kompetisi dilaksanakan me-
lalui sejauhmana kemampuan pegawai menye-
lesaikan berkas-berkas kenaikan pangkat dan
pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsi-
nya dalam bekerja. Dalam pengelolaan kenaikan
pangkat para pegawai di BKD Provinsi Riau
merasa termotivasi untuk memberikan kinerja
sebaik mungkin karena mereka yakin dan per-
caya dengan memberikan kemampuan terbaik-
nya dalam bekerja maka peluang mereka dalam
mendapatkan penghargaan/reward sebagai
pegawai terbaik akan terbuka lebar.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Ins-
pektorat Provinsi Riau tahun 2016 terkait pelak-
sanaan kegiatan pegelolaan kenaikan pangkat
yang ada di BKD Provinsi Riau berdasarkan
Laporan KInerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di-
ketahui bahwa permasalahan-permasalahan yang
muncul dalam pelaksanaan  kegiatan pegelolaan
kenaikan pangkat diantaranya:
1. Penempatan pegawai pada sebuah organisasi
2. Kelengkapan administrasi kepegawaian
3. Kasus pidana yang dialami oleh pegawai.

SIMPULAN
Kinerja Pengelolaan Kenaikan Pangkat

Aparatur Sipil Negara Daerah Provinsi Riau
pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
telah melalui pedoman pelaksanaan yang sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002 tentang Kenaikan Pangkat. Selain itu da-
lam pelaksanaannya sejauh ini sudah berjalan
sesuai harapan semua pihak hal ini ditandai dari
para pegawai telah dapat menjalankan visi dan
misi organisasi dengan baik, terjalinnya komu-
nikasi dua arah  antar sesama pegawai, pegawai
dapat bekerja dengan fleksibel dan adanya kom-

petisi yang positif antar pegawai untuk menjadi
pegawai terbaik sehingga munculnya motivasi
pegawai untuk menampilkan kinerja terbaik
terutama dalam pengelolaan kenaikan pangkat
pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
oleh karena BKD Provinsi Riau dalam usaha
melakukan peningkatan kinerja pegawai dalam
hal pengelolaan kenaikan pangat ASN di lingku-
ngan Pemerintah Provinsi Riau, maka BKD
Provinsi Riau agar lebih memikirkan kesejah-
teraan pegawai dalam jangka panjang dan
memberikan pelatihan-pelatihan yang berguna
untuk meningkatkan kinerja pegawainya dalam
bekerja.

Penghambat dalam Pengelolaan Kenaikan
Pangkat Aparatur Sipil Negara Daerah Provinsi
Riau pada BKD Provinsi Riau terdiri dari 3 (tiga)
yaitu penempatan pegawai, kelengkapan admi-
nistrasi kepegawaian dan kasus pidana yang di-
alami oleh pegawai. Oleh karena itu, kepada
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Riau untuk dapat lebih fokus kepada pembena-
han administrasi kepegawaian untuk ASN yang
ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, baik
itu pengelolaan administrasi kepegawaian yang
dilakukan oleh pegawai BKD Provinsi Riau dan
juga pengelolaan administrasi secara pribadi oleh
ASN yang bersangkutan karena selama ini sangat
banyak pegawai yang mengalami penundaan
kenaikan pangkatnya dikarenakan tidak meleng-
kapi berkas-berkas administrasi yang diminta
oleh BKD Provinsi Riau dan BKN RI, oleh karena
itu BKD Provinsi Riau harus mampu melahirkan
inovasi pada bidang pelayanan kenaikan pangkat
ini seperti membuat aplikasi e-Pangkat yang
berbasis android agar para pegawai dapat de-
ngan mudah mengurus kenaikan pangkatnya
sendiri serta dapat mengetahui kapan waktunya
akan naik pangkat sehingga dalam pengelolaan
kenaikan pangkatnya dapat dilaksanakan dengan
cepat, tepat dan efisien.
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